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ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan Sebagai Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat Il Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953,
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan APBD yang terdiri atas
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Anggaran
Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer,



CATATAN :

lain-lain pendapatan daerah yang sah. Anggaran pendapatan asli daerah terdiri atas
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk anggaran pajak daerah terdiri
atas pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame,
pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet,
pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak
barang dan jasa tertentu (PBJT), dan untuk retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa
umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi perizinan tertentu. Sedangkan untuk
pendapatan transfer terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat dan
pendapatan transfer antar daerah. Selanjutnya anggaran belanja daerah yang terdiri
atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Untuk anggaran belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan
jasa, dan belanja hibah. Selanjutnya untuk belanja modal terdiri atas belanja modal
tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, dan
belanja modal aset lainnya, sedangkan untuk anggaran belanja transfer terdiri atas
belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Selanjutnya tentang anggaran
pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan dalam hal ini sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas pelampauan penerimaan
PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, penghematan belanja, dan sisa
dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran
pembiayaan. Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tercantum dalam lampiran-lampiran.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2024.

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



